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GAJI PPPK MAJENE TELAN ANGGARAN Rp23 MILIAR DAU SG 

 
Pajak.com 

 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene menggelontorkan anggaran sebesar Rp 

23 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 untuk membayar 

gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Anggaran ini diproyeksikan 

meningkat tahun 2025 mendatang karena Pemkab Majene sudah menerima alokasi 

sementara dari pemerintah pusat sebesar Rp 30 miliar. Pembayaran gaji PPPK ini 

bersumber dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant (SG) Khusus. 

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene Kasman 

Kabil mengatakan anggaran yang dipersiapkan untuk penggajian PPPK bersumber dari 

DAU khusus. Ia menjelaskan penerimaan DAU terbagi dua yakni DAU Block Grant (BG) 

yang tidak ditentukan penggunaannya. Kemudian ada DAU Specific Grant (SG) 

anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan tertentu di 

daerah. 

Kasman Kabil, Selasa 5 November mengungkapkan bahwa DAU SG salah 

satunya digunakan untuk membiayai penggajian PPPK. Jadi ada dana khusus yang 

ditransfer pemerintah pusat untuk penggajian PPPK. Ia menjelaskan bahwa DAU SG ini 

juga masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya 

Ia menambahkan  bahwa APBD Majene ini 90 persen bersumber dari dana transfer. 

Termasuk DAU, DAK, dana bagi hasil. Jadi semua PPPK yang lolos akan tetap digaji 

karena memang ada dana khusus untuk penggajiannya. 

Sesuai penjelasan Kasman Kabil, bahwa Tahun ini gaji PPPK dianggaran Rp 23 

miliar dari DAU SG. Tahun depan akan peningkatan karena pemkab sudah terima alokasi 

sementara Rp 33 miliar untuk gaji PPPK. Jadi ada peningkatan sekitar Rp 10 miliar untuk 

penggajian PPPK. Penggajian PPPK sama dengan PNS dibayarkan setiap bulan. 

Termasuk didalamnya ada tunjangan. Berharap dengan adanya pengangkatan PPPK 

mereka bisa hidup lebih baik, karena sudah memberikan jaminan kepastian pendapatan. 
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Ia juga berharap juga dengan diangkat menjadi PPPK kinerja mereka bisa menjadi lebih 

baik. 

Kasman Kabil menambahkan bahwa termasuk juga gaji honorer juga selalu 

dibayarkan. Tahun ini sudah dibayarkan gaji honorer hingga bulan September. Sumber 

dananya DPA Provinsi Sulawesi Barat, nilainya setiap tahun sekira Rp 14 miliar., 
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Catatan: 

1. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai 

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, pada Pasal 1 angka 1 dan 2 dijelaskan bahwa  

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 

perjanjian kerja untuk jangka waktu tertcntu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan 

pemerintahan. Sedangkan Gaji PPPK yang selanjutnya disebut Gaji adalah imbalam 

dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak 

kepada PPPK sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. 

2. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan tersebut, maka PPPK diangkat dalam jabatan tertentu 

untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan diberikan Gaji yang 

besarannya didasarkan golpngan dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. 

Besaran Gaji PPPK tersebut merupakan besaran Gaji sebelum dikenakan pemotongan 

pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pajak penghasilan. 

3. Sesuai Pasal 3 Peraturan tersebut, PPPK dapat diberikan kenaikan Gaji berkala atau 

kenaikan Gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Besaran kenaikan Gaji berkala atau kenaikan Gaji istimewa 

tersebut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Ketentuan kenaikan Gaji 

berkala atau kenaikan Gaji istimewa tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/11/06/gaji-pppk-majene-telan-anggaran-rp-23-miliar-dau-sg/
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Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan 

aparatur negara. 

4. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan tersebut, PPPK yang diangkat untuk melaksanakan 

tugas jabatan diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada 

Instansi Pemerintah tempat PPPK bekerja. Tunjangan PPPK terdiri atas: 

a. tunjangan keluarga; 

b. tunjangan pangan; 

c. tunjangan jabatan struktural; 

d. tunjangan jabatan fungsional; atau 

e. tunjangan lainnya. 

Besaran Tunjangan PPPK tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai 

Negeri Sipil. 

5. Sesuai Lampiran Peraturan tersebut, berikut Daftar Gaji Pegawai Pemerintah Dengan 

Perjanjian Kerja 

 


